INFORMASI JABATAN
1.	NAMA JABATAN	:	Kepala Bidang AsetBPKAD Kota Bandar Lampung
2.	KODE JABATAN	:   --
3.	UNIT KERJA	
	EselonII.a	:	Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
	EselonII.b	: 	Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung
	EselonIII.b	: 	KepalaBidang Aset BPKAD Kota Bandar Lampung
4.	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

5. 	IKHTISAR JABATAN 
	Melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Asetyang meliputi penatausahaan aset daerah, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah serta pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku agar terwujud  tata kelolapemerintahan yang baik. 
6.	URAIAN TUGAS
1. Melaksanakan penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku untukdijadikanpedomanpelaksanaantugas.
Tahapan:
1) Mempelajari penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah;
2) Menyiapkan penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah;
3) Menjalankan penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah;
4) Melaporkan penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah;
2. Mengkoordinasi dan melaksanakan pengamanan administrasi aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan/tugas baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan. 
Tahapan :
1) Menelaah pelaksanaan pengamanan administrasi aset daerah;
2) Menentukan kerjasama yang akan dilakukan antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang pengamanan administrasi aset daerah;
3) Mengadakan rapat koordinasi antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang pengamanan administrasi aset daerah;
4) Memberikan arahan teknis pelaksanaan kerjasama sesuai hasil verifikasi;
3. Menyimpan dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan/tugas baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
Tahapan :
1) Mempelajari dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah;
2) Mengumpulkan dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah;
3) Mengarsipkan dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah;
4. Mengkoordinasi pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan penggunaan, pemafaatan dan pemindahtanganan aset daerah dalam rangka penerbitan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan :
1) Menelaah pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan penggunaan, pemafaatan dan pemindahtanganan aset daerah;
2) Menentukan kerjasama yang akan dilakukan antar lembaga/instansi terkait kegiatan pelaksanaan penggunaan, pemafaatan dan pemindahtanganan aset daerah;
3) Mengadakan rapat koordinasi antar lembaga/instansi terkait kegiatan pelaksanaan penggunaan, pemafaatan dan pemindahtanganan aset daerah;
4) Memberikan arahan teknis pelaksanaan kerjasama sesuai hasil verifikasi;
5. Menyusun dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
Tahapan :
1) Mempelajari dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan;
2) Menganalisisdokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan;
3) Menyusun dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan;
6. Mengkoordinasi pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya tertib administrasi. 
Tahapan :
1) Menelaah pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
2) Menentukan kerjasama yang akan dilakukan antar lembaga/instansi terkait kegiatan pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
3) Mengadakan rapat koordinasi antar lembaga/instansi terkait kegiatan pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
4) Memberikan arahan teknis pelaksanaan kerjasama sesuai hasil verifikasi;
7. Menyiapkan bahan untuk penjualan aset daerah yang dilakukan secara lelang sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Tahapan :
1) Menyiapkanbahanuntuk penjualan aset daerah yang dilakukan secara lelang;
2) Merumuskansistem dan proseduruntuk penjualan aset daerah yang dilakukan secara lelang;
3) Mengkonsultasikansistem dan proseduruntuk penjualan aset daerah yang dilakukan secara lelang;
4) Menentukansistem dan proseduruntuk penjualan aset daerah yang dilakukan secara lelang;
8. Mengkoordinasi pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan aset daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
Tahapan :
1) Menelaah pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan aset daerah;
2) Menentukan kerjasama yang akan dilakukan antar lembaga/instansi terkait kegiatan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan aset daerah;
3) Mengadakan rapat koordinasi antar lembaga/instansi terkait kegiatan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan aset daerah;
4) Memberikan arahan teknis pelaksanaan kerjasama sesuai hasil verifikasi;
9. Menyiapkan bahan untuk penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Tahapan :
1) Menyiapkanbahanuntuk penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan;
2) Merumuskansistem dan prosedurpenilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan;
3) Mengkonsultasikansistem dan prosedur penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan;
4) Menentukansistem dan proseduruntuk penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan;
10. Menyiapkan bahan dalam rangka tuntutan ganti rugi (TGR)sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Tahapan :
1) Menyiapkanbahan dalam rangka tuntutan ganti rugi (TGR);
2) Merumuskansistem dan prosedurtuntutan ganti rugi (TGR);
3) Mengkonsultasikansistem dan prosedurtuntutan ganti rugi (TGR);
4) Menentukansistem dan prosedurtuntutan ganti rugi (TGR);
11. Memonitoring, mengavaluasi dan melaporkan kegiatan/tugas bidang terkait aset daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
Tahapan :
1) Mempelajari pelaksanaan kegiatan/tugas bidang terkait aset daerah;
2) Menganalisispelaksanaan kegiatan/tugas bidang terkait aset daerah;
3) Memonitoring pelaksanaan kegiatan/tugas bidang terkait aset daerah;
4) Memberikan arahan teknis pelaksanaan kegiatan/tugas sesuai hasil verifikasi;
12. Melaksanakantugaskedinasan lain yang diberikanpimpinanbaiklisanmaupuntertulis.
Tahapan :
1) Mempelajari perintahtugaskedinasan;
2) Menyiapkan  materi sesuai kebutuhan tugas kedinasan;
3) Menjalankantugaskedinasan;
4) Melaporkanhasilpelaksanaantugaskedinasan.
7. BAHAN KERJA	
	No.
	BahanKerja
	PenggunaanDalamTugas

	1.
	a. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri , Peraturan Walikota
	Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan atau dasar hukum pelaksanaan tugas

	2.
	RencanaStrategis, RencanaKinerja dan APBD/APBD-P/RKA 
	Perumusan Program dan Rencana Kegiatan

	3.
	Program kegiatan 
	Pengkoordinasian tugas dan Pemantauan kegiatan	

	4.
	RencanaOperasionalKegiatan dan Pelaksanaan Tugas
	Pengkoordinasian tugas dan Pemantauan kegiatan	

	5.
	Surat-surat, Data-data, Peraturan-peraturan
	Pemantauan dan pengendalian kegiatan

	6.
	Surat-surat, Data-data, Peraturan-peraturan
	Pelaksanaan Kegiatan 

	7.
	Surat-surat, Data-data, Peraturan-peraturan
	Pelaksanaan Kegiatan 

	8.
	Surat-surat, Data-data, Peraturan-peraturan
	Pelaksanaan Kegiatan 

	9.
	Surat-surat, Data-data, Peraturan-peraturan
	Pelaksanaan Kegiatan 

	10.
	Surat-surat, Data-data, Peraturan-peraturan
	Pelaksanaan Kegiatan 

	11.
	Surat-surat, Data-data, Peraturan-peraturan
	Pelaksanaan Kegiatan 

	12.
	Disposisi, surat perintah tugas
	Pelaksanaan tugas-tugas lain



8. PERANGKAT/ALAT KERJA	
	No.
	PerangkatKerja
	DigunakanuntukTugas

	1.
	a) Undang-Undang, Peraturan-Peraturan
b) Komputer, Printer, ATK
	UntukMenunjangPelaksanaan Dan PenyelesaianTugas.


	2.
	Surat-surat, Data, Juknis/Juklak, SOP, Bahan Laporan
	Pelaksanaan Kegiatan, Bahan Rekomendasi Kebijakan, Fasilitas Instansi, 

	3.
	Petunjuk Teknis Dan SOP
	Pengkoordinasian Kegiatan

	4.
	Petunjuk Teknis Dan SOP
	Perumusan Kebijakan

	5.
	Petunjuk Teknis Dan SOP
	Pemantauan Kegiatan

	6.
	Petunjuk Teknis Dan SOP
	Pelaksanaan Kegiatan

	7.
	Petunjuk Teknis Dan SOP
	Pelaksanaan Kegiatan

	8.
	Petunjuk Teknis Dan SOP
	Pelaksanaan Kegiatan

	9.
	Petunjuk Teknis Dan SOP
	Pelaksanaan Kegiatan

	10.
	Petunjuk Teknis Dan SOP
	Pelaksanaan Kegiatan

	11.
	Petunjuk Teknis Dan SOP
	Pelaksanaan Kegiatan

	12.
	b. Disposisi, Surat Perintah Tugas
	Melaksanakan Tugas yang diberikan Atasan



9. HASIL KERJA	
	No.
	Hasil Kerja
	Satuan Hasil

	1.
	Dokumen penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku untukdijadikanpedomanpelaksanaantugas.
	Dokumen

	2.
	Kegiatan pengamanan administrasi aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan/tugas baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Kegiatan 

	3.
	Dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan/tugas baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Dokumen

	4.
	Kegiatan pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan penggunaan, pemafaatan dan pemindahtanganan aset daerah dalam rangka penerbitan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Kegiatan

	5.
	Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Dokumen

	6.
	Dokumen pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya tertib administrasi.
	Dokumen

	7.
	Dokumen dan laporan penjualan aset daerah yang dilakukan secara lelang sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Dokumen

	8.
	Kegiatan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan aset daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Kegiatan

	9.
	Dokumen dan laporan penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Dokumen

	10.
	Dokumen dan laporan tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Dokumen

	11.
	Kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan/tugas bidang terkait aset daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	Kegiatan



10. TANGGUNG JAWAB	
1. Terlaksanakannya penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku untukdijadikanpedomanpelaksanaantugas.
2. Terkoordnir dan terlaksanakannya pengamanan administrasi aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan/tugas baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
3. Tersimpannya dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan/tugas baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
4. Terlaksanakannya Kegiatan monitoring atas pelaksanaan penggunaan, pemafaatan dan pemindahtanganan aset daerah dalam rangka penerbitan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tersusunnya dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
6. Terkoordinir pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya tertib administrasi.
7. Tersiapkannya bahan untuk penjualan aset daerah yang dilakukan secara lelang sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
8. Terkoordinirnya pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan aset daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
9. Tersiapkannyabahan untuk penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
10. Tersiapkannya bahan dalam rangka tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
11. monitoring, mengavaluasi dan melaporkan kegiatan/tugas bidang terkait aset daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
12. Terlaksananya tugaskedinasan lain yang diberikanpimpinanbaiklisanmaupuntertulis

11.WEWENANG	
1. Menetapkankebijakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Mengkoordinasikankegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Merumuskan kebijakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Mengawasi,mengatur dan mengarahkanbawahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Menegur dan memotivasi bawahan;









12. KORELASI JABATAN (HUBUNGAN KERJA JABATAN)
	No
	Jabatan
	Unit Kerja/Instansi
	Dalam Hal

	1.
	Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Ass. Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ass. Bid. Perekonomian dan Pembangunan, Ass. Bid. Administrasi Umum
	Pemerintah Kota Bandar Lampung
	Petunjuk/Arahan, Bimbingan, Laporan dan Konsultasi

	2.
	Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan dan RB, Kementerian-Kementerian, Biro Keuangan Prov., BPK, BPKP, Bank , BUMND
	Kementerian-Kementerian, Biro Keuangan Prov., BPK, BPKP, Bank , BUMND
	Koordinasi eksternal dan internal

	3.
	KepalaOPD, Kepala Bagian, Camat , Kepala Bidang , Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian 
	Pemerintah Kota Bandar Lampung
	KoordinasiIntern dan Ekstern sertaHarmonisasiBidangKelembagaan,Ketatalaksanaan,
KinerjaAparatur serta arahan pelaksanaan tugas dinas



13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA	
	No.
	Aspek
	Faktor

	1.
	TempatKerja
	Dalamruangan

	2.
	Suhu
	Sejuk

	3.
	Udara
	Kering

	4.
	KeadaanRuangan
	Cukup

	5.
	Letak
	-

	6.
	Penerangan
	Terang

	7.
	Suara
	Tenang

	8.
	KeadaanTempatKerja
	Bersih

	9.
	Getaran
	-



14. RESIKO BAHAYA
	No.
	Fisik/ mental
	Penyebab

	1.
2.
3.
	Kesehatan mata terganggu
Stres
Sakit pinggang dan pencernaan
	Didepan komputer terus-menerus
Load pekerjaan yang tinggi dan memiliki timelimite yang sangat kecil
Terlalu banyak duduk dan makan terlambat



	
15.  SYARAT  JABATAN	
a. Pangkat/Gol. Minimum
b. Pendidikan/Jurusan


c. Kursus/Pelatihan 
· Penjenjangan
· Teknis Fungsional






d. Pengalaman Kerja



e. Pengetahuan Kerja


f. Keterampilan Kerja


g. Bakat Kerja










h. Tempramen Kerja










i. Minat Kerja






j. UpayaFisik

k. KondisiFisik	
1. JenisKelamin
2. Umur
3. Tinggi Badan
4. Berat Badan
5. Postur Badan
6. Penampilan

l. Fungsijabatan
	

:
: 



: 
:






: 



: 


:


:










:










:






:


:
:
:
:
:
:

:

	

Penata  Gol. III/c.
S1 Umum
Ideal	: S1 Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 
Atau bidang lain yang relevan 

Diklat Pim.III 
· Manajemen Pemerintahan
· Manajemen Pelayanan
· Manajemen Kepegawaian
· Manajemen Keuangan
· Manajemen Kebijakan Publik
· Bimtek. Analisis Jabatan

· Eselon III di BPKAD , minimal 2 tahun
· EselonIII di OPD Kota Bandar Lampung, minimal 4 tahun.

Manajemen SDM, Manajemen, Manajemen Keuangan, Pengambilan Keputusan, Kepemimpinan

Melakukan negosiasi dan mediasi,  mencari alternatif pemecahan masalah.

· G (Intelegensia) Kemampuan untuk menangkap atau memahami instruksi-instruksi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.
· V (Verbal Aptitude) Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan menggunakannya secara efektif.
· P (From perception) Kemampuan menserap rincian-rincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau bahan grafik.


· P (PMP) Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin (direction), mengendalian (control) atau merencanakan (planning).
· I (IDE) Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan (feeling), gagasan (idea).
· M Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan/keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.

· 4.a. Pilihan melakukan kegiatan kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain.
· 5.a. Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan prestise atau penghargaan dari pihak orang lain.
· 5.b. Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif.

Berdiri,Berjalan, Duduk, Melihat, Mendengar,Berbicara.


Laki-laki/Perempuan
-
-
-
-
Rapih

· D1. Mengkoordinasikan Data
· O0. Menasehati
· O1. Berunding
· O2. Mengajar
· O3. Menyelia
· O6 Berbicara


















16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN	
	No.
	Satuan Hasil 
	JumlahSatuan
	Waktu Yang di Perlukan

	1.
	Dokumen penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku untukdijadikanpedomanpelaksanaantugas.
	36
	108.000

	2.
	Kegiatan pengamanan administrasi aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan/tugas baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	24
	108.000

	3.
	Dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan/tugas baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	20
	108.000

	4.
	Kegiatan pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan penggunaan, pemafaatan dan pemindahtanganan aset daerah dalam rangka penerbitan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	21
	108.000

	5.
	Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	10
	108.000

	6.
	Dokumen pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya tertib administrasi.
	16
	108.000

	7.
	Dokumen dan laporan penjualan aset daerah yang dilakukan secara lelang sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	12
	108.000

	8.
	Kegiatan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan aset daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	12
	108.000

	9.
	Dokumen dan laporan penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	30
	108.000

	10.
	Dokumen dan laporan tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	12
	108.000

	11.
	Kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan/tugas bidang terkait aset daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
	12
	108.000
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